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o §. Suatu negara dapat dikatakan mandiri jika membiayai pembangunan nya
5 7]

5 -+
%n%i, Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan
o= -+

>3
I(Clnﬂtl% me@apai suatu keadaan yang di anggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia,
C > =
7« —
tajuan per‘g_bangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada
x 2 QO
Eemﬁukaa?i Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional
V O =
itu, bangsé"lndonesia giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan
n
2 3
itu sendifi, diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan
& =
@emanfaa;tzkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam

s
aupun spmber daya manusia, yang hasilnya ditunjukan untuk sebesar-besarnya

=
makmugn rakyat.

(1)
Pefibangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat

U e

2D ueyWn}Zeou

aksanakan dengan dukungan dana yang besar. dana pembangunan itu dapat

ugstu u

perolehsdari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun

ri marag.t negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Waluyo
(a §

011:2)ﬁenyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan Negara

tuk m&)iayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama.
n

=
I\ITn.yak dan gas (migas) yang memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan

:JaqUuEns uBYIngoA

negara dgasa lalu kini tinggal catatan sejarah. Kondisi perekonomian nasional sejak

krisis m(gter (krismon) tahun 1997 sampai saat ini masih belum mantap. Pemerintah
=

melakuka berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non

1
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igas, hﬁrtersebut tercantum dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi

Qo

Sege
«a X
fiegara
© g
n
@D

o Y
Q —
«Q

geue

egala pé_gk dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan

=
a berdasarkan undang-undang”

X
g Paa memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang-Undang Republik

d S|aa\lo 28 Tahun 2007 Pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang

6u§pu!

n Eleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

5
@I
Tk

n tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

.Sl

bagl sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sartika (2012:1). Oleh karena itu,

IBYENJIges @e
«Q >
epui-bigpu

Sempa ralgat yang menurut Undang-Undang merupakan wajib pajak harus membayar

Jak sesugl dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011:1).

Se@enjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-

eduey 1ul B

undang pspajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari office

(]

%sessmerﬁmenjadl self assessment (misalnya untuk Pajak Penghasilan dan Pajak
2 Q

= =
%ertambaiﬁn Nilai). Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan
=l

O
Rewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah
Q.

I%ewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak

3

gematurE)eraturan perpajakan sesuai undang-undang. Chairil Anwar Pohan (2016:2)
c &

D;)—* ""Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan
> ﬁ-

@meganwaham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan

w

%ra meg)eroleh laba maksimum. Kinerja (performance) suatu perusahaan dapat
mengun%h perusahaan lain dengan mengimplementasikan strategi yang berbeda,
misalnygnembuat produk serupa dengan harga yang lebih rendah; atau membuat
produk %emikian rupa sehingga membuat konsumen bersedia membayar harga

melampdli biaya untuk menciptakan diferensiasi terhadap produk tersebut. Di era
2
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obalisasE-ekonomi sekarang ini, dan mengigat besarnya tantangan di masa yang akan

u begeue

tang, dii\ana kompetitor bermunculan dari berbagai negara dengan beragam produk
Q —

5

Qa X A

Substitusi yang sangat menarik dan kompetitif, untuk bisa survive perusahaan dituntut

T T© -

@tl@ m%/esuaikan produknya dengan membangun posisi kepemimpinan biaya
—_ m

QL =

‘sébagai basis strategi bisnisnya.

> < 7

© 3 T

2 « Safah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan

)] S_ o]

%enf_iinim@kan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak

7« —

e 1 (7]

i{er akag_satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung

Q Q.

5 =

Eadébesagya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang

fms =h

C

ter

o
utang. ?Ieh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax
Q

ul

anning %ng tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien
Q

=)
©

X
; Sebagai suatu beban, pajak menimbulkan pro dan kontra. Kita melihat persepsi
@ x
éntang pembebanan pajak dari para petinggi di Amerika Serikat dengan tercermin
= Y
= =
@da dua pendapat berikut ini. Seorang hakim agung Amerika bernama Oliver Wendell
> o

Flolmes, Jr (1841-1935), mengatakan bahwa taxes are the price we pay for civilization,
Q.

&baliknya John Marshal (1755-1835), hakim agung yang lain mengatakan: The power

3

§ tax isthe power to destroy. Benyamin Franklin berpendapat bahwa didalam
o 0n

aasyaralg- manusia, yang pasti adalah kematian dan pajak (nothing is certain but tax
& c

anhd dead)y®

0

c o)

3 —1

=4 I\g‘nun naluri alamiah manusia, dari dulu hingga kapan pun, akan senantiasa
= (]

berusaha&enghindari beban pajak dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, karena
pajak adglh pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang
sifatnya akarela (taxes are enforced extractions, not voluntary contributions), dan

tanpa ad§imbalan langsung dari pemerintah.kalau bisa tidak membayar, mengapa
3
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Rarus me%bayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih
(o]

l%san’:’ Si;iah menjadi suatu hal yang umum bahwa setiap manusia ingin
Q —

~ ~

niinimalisasir atau bahkan menghindari pajak.

bu

|

X
R . . .
Tidak seorang pun senang membayar pajak. Asumsi Leon Yukdin (Harnanto,

~_

melapertegas hal tersebut :

n 16ugpuniq exd
nan

\gajib@ajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin,
;j;panj%g hal itu dimungkinkan undang-undang

%ajibgnajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion), yakni usaha
gbnghg‘daran pajak terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin

=
bahwagnereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang

l

sama 2

M)| e

Tax: Planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen

A

rpajakag' (tax management) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang

rkemba% dari sifat dasar manusia itu. Secara definitif tax management memiliki

ueMguni@ouaw eduey Ul siny eAIRY ynanjasnele keibeqgas d

ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar tax planning. Sebagai tax management,

ue

%?stilah @ itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan
‘é)aya-u@a sistematis yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian
éfganizés), pelaksanaan (actuating) , dan pengendalian (controlling). Semua fungsi
éanajen‘g tersebut tercakup dalam tax management. Dengan kata lain, manajemen
@rpajakg. merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi
;ﬁanajenﬁ agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan
efektif. Iglam melaksanakan fungsi tax management, tax planning merupakan tahap

pertama glam urutan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah tax planning lebih

popular gipada tax management itu sendiri. Chairul Anwar Pohan (2016 :5)
4
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Tl-gak ada yang salah dengan melakukan perencanaan pajak untuk menghindari

ah:asalian dengan metode yang legal. Hakim Learned Hands di Amerika Serikat

@Bugu buedeyq ‘|

2 e
I@X

atakap doktrin perencanaan pajak tahun 1947 ketika itu dia menulis:”over and

I&ed

ganxcourts have said there is nothing sinister in so arranging one’s affairs as to

)9

gHeags d
g

axegas low as possible. Everybody does so, rich or poor, and all do right, for

]S

un

biédy O\Eél’ any public duty to pay more than the law demands: taxes are enforced
-+

S NEge U

Xi

1R

ctio&ﬁ, not voluntary contributions”. Commissioner.v.Newman, 159 F.2d 848

puepun

=2
A-2-1947). ( Gerald E. Whittenburg & Marthe Altus-Buller: 1996). Berulang-ulang

PUMS
E'P

gavl ilan mengatakan, bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apa pun yang

&ﬁu-g
uj

©

diba’lakukan terhadap barang siapa yang melakukan usaha untuk mengatur
=

SIE eAZRY BN

2 3 - .
perencanaan pajaknya seminimal mungkin. Semua orang akan berbuat hal yang sama,

Q

L
Kaya maupun miskin. Dan hal ini sesungguhnya merupakan hak mereka untuk berbuat
o A

%demikia.g_- karena tidak seorang pun berkewajiban memenuhi kewajiban
>

X
é_}erpajakaﬁhya melebihi jumlah yang seharusnya menurut ketentuan undang-undang
= =

c
%rpajakag

Ketika metode illegal digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, proses

&u uep ue

=

sebut tidak lagi dianggap sebagai tax planning, tetapi tax evasion. Tax planning
=
alah sﬁu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang

UBYin@pAu

(= g
aknyaﬂaik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal,

lama hmersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Salah satu objek yang akan dibahas adalah Pajak Penghasilan. Pajak

ugs

HELe

Q.

penghasifan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan
=

dikenakzgatas penghasilan kena pajak perusahaan, dalam menetapkan penghasilan
=y

kena pajék harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak,

5
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mudlan-r dikurangi  pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari

Ju bgeseq |
‘8

n asﬂéx bruto (deductible expenses) tersebut. Selisih atas keduanya (penghasilan

@ibu
=%
9 %e

biayg; deductible) adalah laba kena pajak (net taxable income) yang menjadi

p pengenaan pajak penghasilan. Tentu saja terdapat perbedaan antara

E));pi @x

=

@i Rerds

ungg! pajak versi PSAK (commercial accounting) dan versi fiskal, tetapi

]S

Bun

r daar’rét'ersebut tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki tujuan

-+
nggunadl yang berbeda, meski pengukuran profitnya diperoleh dari sumber data

us

n

1185 Nege ugheqgs d

sama, yakni laporan keuangan komersil. Sebagai contoh, laporan keunagan
o

puﬁgﬁut{gun

Q
rsil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar (Registered Public

1B} eAZey
ﬁué

countarﬂ) disyaratkan secara formal harus dipenuhi pada saat perusahaan
3
ngajukan kredit dari bank. Tanpa dokumen tersebut permohonan akan ditolah oleh

nk. Di §5| lain laporan keungan fiskal sebagai produk akuntansi pajak secara khusus

B ed@le) 181 s

gunakarﬁmtuk membuat SPT tahunan badan bersangkutan.
X

PT% XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif dan
(1)

rusahaé{ properti besar di Indonesia, dan juga merupakan bagian dari PT XXX

wnjuesu
B3N}

gp u

roup, kondisi SPT yang selalu memperlihatkan terjadinya lebih bayar membuat

U U

anyak ,pertanyaan timbul dibenak kita, disamping akan adanya pemeriksaan oleh
ntor pﬁkjuga membutuhkan waktu yang agak lama (bisa lebih dari 1 tahun) dalam

(= g
al restglrsi yang dapat mempengaruhi cash flow perusahaan. Berdasarkan latar

s u5->11n(3§e/<u

?elakanﬂang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh tax
n

q

?BlanninEyang di lakukan oleh PT XYZ dan dampak dari tax planning itu sendiri bagi
perusah%. Oleh karena itu penulis akan mengambil topik berjudul “Analisis

Rekons?asi Fiskal dan Tax Planning di PT XYZ”.
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f1.

entifik@ Masalah

Beiiasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam

@E’ldé)ﬂ?H

;&
itiangini sebagai berikut :

akaﬁ rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan selama ini sudah sesuai
(9]

&

nga@peraturan yang berlaku?
0

Bun

[Commented [M1]: Sebelumnya tidak di cetak miring

-+
paka@'\lax planning berpengaruh terhadap pajak yang harus di bayar ?
-+

185 neYe ueibeqbs dighbuaw bgele)iq |

Zun

akagi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap upaya tax planning

u

rusahaan?

Bpugbue

Q
upaya pemerintah dalam mencegah tax planning yang dapat berpotensi
=

menurdhkan pendapatan negara ?
-~

=)
QD

1 1€ SN eA%ey ynan
bu

: Alterngar.tif apa saja yang dapat dilakukan perusahaan dalam membuat tax planning?

L
Berapa besar penghematan pajak yang dapat diperoleh dari pemilihan alternatif
=

mwouaWw ed@e
S
>
(o]
D

X
atasan Masalah
5

rDEbntuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan

~

@kok yang akan di bahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai

eyuwn)

ugue
=.
=
=1

ApalaI rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan selama ini sudah sesuai
(= 5

dengé’peraturan ]undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 ?

Alter%if apa saja yang dapat dilakukan perusahaan dalam membuat tax planning ?

JIgguin® ueyingakua

Berag besar penghematan pajak yang dapat diperoleh dari pemilihan alternatif

an %Ia?
y 9n

o

Batasargenelitian
=JKarena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, peneliti

membagsi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

7
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Jeag Ul

e

Sl sm,é?« penelitian adalah PT XYZ
(o]

9

22. :Eerioie laporan keuangan 31 Desember 2014 dan 2015
Q

3
T

5
(o]
=3 @apow keuangan tahunan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan
° =
@ QJé\{us h&s serta catatan atas laporan keuangan serta SPT PPh badan 2014 dan 2015
TR
=4 allengunakan mata uang Rupiah
5 g m
%5 ‘%spegrpajak adalah pajak Kini
c g -
s & 2
S22 3
san“Masalah
Sungl o
§ “Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan
Q@ 3

ermasalaiiannya sebagai berikut:
-
1. Baaaimana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT XYZ, apakah sudah sesuai
x
deRgan ketentuan yang berlaku?
X

A[%.- pengaruh dilakukan nya tax planning terhadap PPh Badan yang harus di

N

A
bagr PT XYZ?
=

w

Algmatif apa yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban PPh badan

yang harus di bayar PT XYZ?

c

juan gnelitian

E.Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka
tujua&ang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. ngk mengetahui apakah pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT XYZ telah sesuai

:Jaquins ueyingaAusiw uep ueywniueduaw edue) Ul Siyg) eAIEY

dggan undang-undang nomor 36 tahun 2008

Commented [M3]: Sebelumnya hanya 2014 dan 2015,
tidak ada tulisan 31 Desember

undang nya

{Commented [M4]: Sebelumnya tidak dirincikan undang-

|

[Commented [M5]: macam-macam menjadi berbagai

)

2. L&uk mengetahui berbagail alternatif yang ada dalam tax planning PT XYZ

3. Lﬂpk mengetahui efisiensi pajak yang dapat di peroleh dari pilihan alternative
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anfaatEenelitian

% Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di

=

antarapya:

Pe;:ulis
(9]
M@ambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan serta guna

0
-

m@hmbah referensi ilmiah mengenai perpajakan. Agar diperoleh hasil yang
-+

da@t bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang serta menambah
=

pengetahuan penulis khusus nya tentang rekonsiliasi fiskal dah mengenai tax
&

planning
5

Pefusahaan
-

Urgyk menjadi bahan analisis bagi perusahaan apakah perhitungan rekonsiliasi
x

fiskal yang di lakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
X

se% untuk mengetahui apakah terdapat strategi untuk mengurangi PPh Badan
X

yafg harus di bayar
=

Pi@k lain (umum)

a. Melengkapi literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan juga sebagai

bahan diskusi.

baDapat dijadikan suatu media informasi dan referensi untuk penelitian

[y

é’lainnya yang relevan.

c;vlemberikan kontribusi pada pengembangan ilmu yang berkaitan dengan

gperpajakan.
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